BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR             TAHUN 2005
T E N T A N G
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotik (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2752) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3169);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik jo. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik Spesialis;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik jo. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri B Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 30);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 42);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Praktik Tenaga Medis di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perizinan Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengawasan Kualitas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri B Nomor 13);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri B Nomor 13);


M E M U T U S K A N  :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul;

2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 2 ayat (3)

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan sarana kesehatan, sarana kesehatan dapat tidak berbentuk badan hukum yayasan, meliputi :

a. praktik berkelompok dokter umum;

b. praktik berkelompok dokter gigi;

c. praktik berkelompok dokter spesialis;

d. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;

e. balai pengobatan;

f. BKIA;

g. rumah bersalin;

h. laboratorium klinik;

i. apotik;

j. toko obat.

Bagian kedua

Petunjuk Pelaksanaan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah

Pasal 3
Dalam rangka pengaturan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis persyaratan penyelenggaraan sarana kesehatan, berdasarkan Peraturan Bupati ini kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah

Pasal 4
(1) Apabila Kepala Dinas tidak berada di tempat atau berhalangan selama waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas kesehatan berwenang memberikan izin pendirian maupun izin penyelenggaraan sarana kesehatan, dan dapat memberikan sanksi adminitrasi terhadap pelanggaran perizinan sarana kesehatan.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Tata usaha harus memperhatikan masukan dari Kepala Sub Dinas yang bersangkutan dan atau Tim Perizinan yang dibentuk untuk pelaksanaan pemberian izin.
Bagian Keempat
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah
Pasal 5
Kepala Dinas setiap tahun anggaran mengajukan anggaran operasional pelayanan perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan untuk ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah
Pasal 6
Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi sebagai berikut :

a. retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan dibayarkan di Dinas Kesehatan pada saat pengambilan sertifikat surat izin kepada Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul;

b. Bendaharawan Khusus Penerima menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Keenam
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah
Pasal 7
Tata cara permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi diatur sebagai berikut :

a. permohonan ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas;

b. Kepala Dinas melakukan pengkajian terhadap permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi;

c. Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk menerima atau menolak permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar;

d. Kepala Dinas melaporkan hasil pengkajian dan keputusan pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi kepada Bupati dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Ketujuh
Petunjuk Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah

Pasal 8
(1) Penyelenggara sarana kesehatan yang telah memiliki izin pendirian atau izin penyelenggaraan sarana kesehatan atau sejenisnya dan sudah habis masa berlakunya wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah.

(2) Penyelenggara sarana kesehatan yang telah memiliki izin pendirian atau izin penyelenggaraan sarana kesehatan atau sejenisnya dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan setelah diberlakukannya Peraturan Daerah.

(3) Ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk ketentuan jangka waktu berlakunya izin pendirian atau izin penyelenggaraan sarana kesehatan atau sejenisnya.

(4) Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada penyelenggara sarana kesehatan.

(5) Apabila penyelenggara sarana kesehatan tidak menyesuaikan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas berwenang untuk menyatakan tidak berlaku izin pendirian atau izin penyelenggaraan sarana kesehatan atau sejenisnya.

(6) Penyelenggara sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap tidak memiliki izin.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Peraturan Daerah

Pasal 9
Peraturan Daerah mulai diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 2005.

Pasal 10
(1) Pemberian pelayanan izin pendirian dan izin penyelenggaraan sarana kesehatan dilaksanakan pada Dinas Kesehatan.

(2) Pelayanan izin penyelenggaraan sarana kesehatan akan dilaksanakan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas Kesehatan bersama Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) mengenai daya guna dan hasil guna, daya dukung perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai.

Pasal 11
Kepala Dinas harus mengatur lebih lanjut petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

Pasal 12
Dinas Kesehatan harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebelum Peraturan Daerah diberlakukan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi

(Pembina Utama Madya, IV/d)

NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
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